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Kasus TPKS Di Kampus

Komisi X Sesalkan Pendekatan Damai

WAKIL Ketua Komisi X DPR
Lalu Hadrian Irfani menyesalkan
kasus dugaan kekerasan seksual
ol Universitas Islam Sultan Apung
(Unissula) Semarang yang ber
akhir damai setelah mediasi pihak
kampus. Padahal, kasus tersebut
seharusnya ditangani secara serius
dan profesional demi keadilan
bapi korbian,

Menurut Lalu, dugaan Tindak
Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)
wajib ditangani dengan profesional
dan berperspektif korban, sesuai
amanat Undang Undang (UU]
Nomor 12 Tahun 2022, Langkah
ki it ugn sefatan dengan Per
merikbudristek Nemor 56 Tahun
2024 tertang Pencegahan dan P
nanganan Kekerasan i Lingkungan
Peroursan Tinggi (PPKIT).

Upaya karhan yang sempat
menemnpuh jalur bukum namun
laporannya dicabut usal mediasi
pihak kampus. kata Lalu, sanga
disayanglan. Seharusnya, langkah
melapor ke kepolisian dibormati
tanpa tekanan aau intervensi.

“Karena itu berpotensi mele
mabkan hak hukum korban untuk
mendapatkan keadilan yang benar
dan sah," jelasoya, kemarin,

Regulasi PPKPT, sambung

Lalu, mengatur hahwa penangan
an kasus wajib mengutamakan
perlindungan serta menjamin

kerahasiaan identitas korban. &

Pendekatan damai yang berisiko
menekan korban sama sekal

dlak boleh dikedepankan, Mediasi
pilak kampus juga tiak boleh jadi
substitusi proses hukum pidana
yang sedang berjalan saat ini.

Dia menegaskan, kekerasan
seksual adalah delik serius untuk
menjamin keadilan hukum dan
memberikan efek jera kepada
pelaku. Perpuruan tinggi harus
memperkiat kebijakan pencegah
an serta menyediakan pendam
pingan paikologis. Tmplementasi
kebijakan i sangat dibuhlan
ouna memastikan penanganianka
sus dilakukan secara menveluruh
dan tepat, " tegasnya.

Wikil Ketua Komisi VI DPR
Singgih Januraimoko menam
biahtkan, langkah bukum yang di
ambil korban mestinya dilindungi
dan mendapat dukungan pihak
kampus. Karena, penyelesaian
kasus semacam ini wajib menga
cu pada ketentuan hukum yang
berlaky, khususnya UU Nomor
12 Tahun 2022 tentang TPKS,

Pendekatan kekeluargaan,

Lalu Hadrian Irfani

menurut Singgih, berpotensi
mengabaikan keadilan, padahal
TPKS adalah persoalan yang
sangat serfus, Masalah sensi
tif ini tidak boleh diselesaikan
hanya melalui mediasi damai;
Pemerintah wajib memastikan
setiap pelaku mendapatkan sanksi
hukum sesuai aturan perun
dang-undangan yang berlaku di
wilayah Indonesia.
Menurutnya, UU TPKS su
dah mengamanatkan, perkara
kekerasan seksual tidak dapat
diselesatkan di luar proses pera
dilan. Pihak yang menghalangi
proses hukum bahkan dapat

dikenai sanksi pidana. *Kampus
bertangpung jawab moral me
mastikan korban mendapatkan
perlindungan, pendampingan,
serta proses pemulihan psikis
yang sangat layak." ingatnya,
Kampus. lanjutnya, harusiya
jadi ruang aman, dan bukan tem

pat penyelesaian kasus sensitif

tanpa mempertimbangkan aspek
perlindungan korban. Untuk
itu. Kementerian Agama dan
Kententerian Pendidikan Tinggi
dan Sains Teknologi didorong
melakukan evaluasi. Mekanisme
penanganan kass di lingkungan
pendidikan tinggi harus diper

baiki sicara total dan menyeluruh,

Aparat penegak hukum dimin
ta memastikan setiap laporan
dilangani secara transparan dan
berkeadilan, Intervensi dari pihak
mana pun tidak boleh dibiarkan
memenganihi proses penyelidikan,
Terkait dugaan intervensi, pi

hiak Unissula menjelaskan, kasus
dugaan kekerasan seksual telah
diselesaikan secara damai. Pihak
kampus membaniah melakikan
intervensi terkait kesepakat

an tersehut. Keputusan damai
diklaim mumi hasi] kesepakatan
aniara pihak korban dengan pihak

terduga pelaku tindak kekerasan,
Wikl Rektor [l Unissula Ach-
mad Arifulloh menjelaskan, me
diasi yanp difasilitasi pibaknya
pada Selasa (31/3/2026) adalah
upaya melindungi kedua pihak.
Kedua pibak sepakat berdamai
selingga laparan di Pelda Jateng
dicabut. "Kampus berupaya
memfasilitasi pertemuan agar
tercapai solusi yang bisa diterima
kechua belah piliak, " terangnya.
Mediasi tersebut diklaim atas
permintaan korban dan pihak
Kampus hanya berperan sebagai
fasilitator saja. Meski sempat
melapar ke polisi, para pibak
herinisiatif menempub jalur per
damaian secara sukarela. Fim-
pinan universitas pun membantu
proses it sesuai keinginan dari
pihak terkait tanpa paksaan.
Sebelumnya. seorang aktivis
di kampus Unissula mengadukan
dugaan pelecehan seksual yang
diduga dilakukan seniornya di
organisasi ekirakampus. Selain
itu, terduga pelaku juga alumni
dari kampus tersebut, Aduan
sempal diajukan ke Polda Jateng
oleh korban bersama dengan se
jumlah tim pendamping hukum
untuk mencari keadilan. mpyg
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